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This study discusses harassment law policies from a criminal law 

perspective. The purpose of this research is to analyze the 

regulation of catcalling that is often done by the community. This 

research uses juridical-empirical analysis. The results of this study 

indicate that someone who commits sexual harassment has the 

potential to be a criminal act both verbally and is examined by 

several articles in the Criminal Code. Because there are legal 

regulations that apply in Indonesia regarding sexual harassment, 

it is hoped that there will be a paradigm shift in social society 

dealing with views and assumptions about women victims of sexual 

harassment. In order to achieve a clear determination that there is 

a legal policy to regulate sexual harassment regulations regarding 

catcalling and there are sanctions for perpetrators who do 

catcalling. 
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PENDAHULUAN 

Banyak sekali permasalahan sosial di masyarakat yang masih terjadi 

khususnya pada perempuan yaitu pelecehan seksual yang terjadi diruang publik. 

Kesadaran yang harus dibangun adalah dari kesamaan antara semua elemen yang 

ada dalam masyarakat baik laki–laki dan perempuan terkait perbuatan pelecehan 

merupakan tindakan yang sangat tercela. Adanya diskriminasi yang terjadi pada 

perempuan oleh sebagian laki-laki yang mana masih memendang ketidakberdayaan 

perempuan dalam dunia perlawanan masih dianggap sebagai bagian dari 

feminisme.  

Biasanya pelecehan yang sering terjadi adalah bermula dari catcalling.  
Pengertian tentang catcalling ialah melakukan hal-hal yang bertendensi seksual 

(umumnya dengan volume keras meski belum tentu secara eksplisit), termasuk 

bersiul, berseru, memberikan gestur, atau berkomentar, umumnya pada perempuan 

yg lewat dijalan. Selain itu pengertian perihal catcalling artinya menyuarakan 

bebunyian atau keributan pada seseorang didepan publik yg membentuk orang itu 

tidak nyaman. pada Amerika atau negara Barat, umumnya catcalling ini berupa 

pujian-kebanggaan iseng (“Hey, gorgeous where are you going?”) hingga yang 

betul-betul mengerikan serta eksplisit secara seksual (“Nice tits!”, “Why don’t you 

suck my cock?”). jikalau pada Indonesia, bisa berbentuk siulan-siulan atau 

bebunyiaan tidak sopan, “pujian” (“Hai, cantik, mau ke mana?”), sapaan absurd 
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(“Cewek, sendirian aja, nih? Mau ditemenin, nggak?”), perhatian yang tidak masuk 

akan (“Kok, cemberut aja, Neng? Lagi duka ya?”) dsb. umumnya Bila korban 

bersikap acuh, catcalling ini akan berkembang sebagai komentar- komentar seperti, 

“Ih, sombong banget, sih?”, “Jangan malu-membuat malu, 

Terdapat ahli yang berpendapat bahwa pelecehan seksual yaitu gangguan 

verbal atau ujaran kata-kata kasar,tekanan untuk melakukan pelecehan 

seksual,cubitan atau bujuk rayuan yang tidak perlu,menyentuh atau meraba tubuh 

orang lain. 

Pelecehan seksual di ruang publik sangat banyak terjadi apalagi dalam 

masyarakat yang sering terjadi dimana-mana. Biasaya pelecehan seksual yang 

terjadi adalah dijalan.,diruang transportasi,dan tempat umum lainnya.  

Banyak hal yang menjadi faktor penyebab pelecehan seksual terjadi adapula 

yang berpendapat bahwa terjadi karena perempuan berpakaian seronok yang 

dianggao minta diperlakukan demikian. Ini merupakan salah satu stereotip yang ada 

diindonesia bahwa perempuan itu adalah objek seksual.  

Fenomena yang terjadi ini tidak dilihat dari masyarakat saja yang 

beranggapan bahwa pelecehan seksual adalah hal yang tidak perlu dibesar- 

besarkan. Tetapi juga karena peran dari pemerintah dan hukum positifdi indonesia 

yang masih dianggap “ringan” oleh masyarakat kebanyakan. Hukum Pidana 

(KUHP) Tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah 

mengenai perbuatan pencaulan, yang diatur dalam pasal 289 sampai 296 KUHP.  

Bebagai masalah yang terjadi dalam  Warna warni permasalahan yang ada 

dalam penegakan hukum di bidang kesusilaan,masalah dalam hal interpretasi yang 

tidak seragam membuatnya rumit penentuan dasar hukum yang berkaitan dengan 

perbuatan itu agar ada gejolak moral hukum ditinjau dari masalah 4. Menurut 

catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas 

Perempuan), pada tahun 2017 tercatat 446 kasus kekerasan terhadap 

perempuan,atau,528 dari kasus tersebut terjadi di ruang publik. Dari data yang ada 

menurut pembicara Komnas Perempuan Azriana Rambe Manalu (2017), data 

diperoleh oleh Komnas Perempuan dari tahun 2010 hingga 2015 kekerasan 

terhadap perempuan memiliki angka sangat tinggi.  

Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (Catcalling) Advokat Konstitusional 

26 Maret 2021 seperti ini pasal 16 Tindakan yang dikategorikan sebagai perilaku 

kekerasan adalah pelecehan seksual di jalanan (disebut juga catcalling) yang 

merupakan masalah sosial. Menurut riset Hollaback.org, 71% wanita di seluruh 

dunia pernah mengalami pelecehan di jalanan sejak usia pubertas (11-17 tahun) 

hingga dewasa. Lebih dari 50% wanita tersebut pernah mengalami kekerasan fisik, 

sedangkan sisanya mengalami kekerasan verbal dan visual. Selain itu, dari 25.213 

responden baik kota maupun daerah, 58% pernah mengalami pelecehan verbal, 

menurut survei CNN Indonesia (2016). Meski korban pelecehan catcalling takut 

melaporkannya karena minimnya respon dari masyarakat bahkan penegakan 

hukum serta minimnya kepastian hukum, perilaku ini juga kerap terjadi di berbagai 

daerah. Hal seperti ini biasanya menyakiti wanita, tapi bisa juga terjadi pada pria. 

Masalah terkait catcalling akan menjadi lebih umum seiring kemajuan 

teknologi informasi. Akibatnya, perlu untuk menyelidiki kerangka hukum untuk 

memerangi catcalling dan bentuk pelecehan seksual lainnya. Bahwa pelecehan 

seksual secara verbal (catcalling) merupakan penggabungan dari aturan-aturan 
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yang mengatur tentang perbuatan tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum 

pidana. sebagaimana tertuang dalam KUHP Pasal 281 Ayat 2 dan Pasal 315, serta 

UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 8, 9, 34, dan 35, yang berfungsi sebagai 

penyelesaian atas perbuatan catcalling (pelecehan seksual verbal) terhadap 

perempuan di Indonesia. 

Pada tahun 2020 Komnas Perempuan mencatat 299.911 kasus terhadap anak 

perempuan. Variasi kasus pada tahun 2020 telah berkurang dalam tahun 

sebelumnya, ada 431.471 kasus yang disebutkan. Dari delapan.234 contoh itu 

diperlakukan dengan menggunakan lembaga pendamping Komnas Perempuan, 

berupa kekerasan terhadap perempuan terekam kekerasan di jajaran oposisi 

terhadap istri (KTI). pertama dengan 3.221 kasus, kekerasan pacaran 1.309 kasus, 

kekerasan terhadap perempuan sebanyak 954 kasus, dan relaksasinya menjadi 

kekerasan melalui pacar, mantan suami, dan kekerasan terhadap pekerja rumah 

tangga. Membentuk kekerasan di ranah non publik berjumlah 6.480 kasus 

sedangkan di ranah publik kasus melaporkan kekerasan sebanyak 1.553 kasus 

Korban akan menderita dalam jangka panjang akibat catcalling yang lebih 

sering. Namun, banyak korban yang tetap memilih bungkam karena takut 

melaporkan kejadian tersebut. Karena takut menjadi korban keributan, hanya 

sedikit yang berani membantu atau membela korban catcalling. Masalah pelecehan 

di jalan, terutama catcalling, semakin parah seiring berjalannya waktu dan 

kemajuan teknologi informasi. Catcalling juga menjadi lebih umum. Oleh karena 

itu, perlu ditelaah bagaimana catcalling dalam sistem hukum dan kebijakan hukum 

Indonesia telah memperbaharui pengaturan tindak pidana yang sebelumnya 

dianggap perilaku normal dan digolongkan sebagai kejahatan. 

Catcalling yang lebih sering mungkin berpengaruh mengerikan bagi korban. 

namun masih banyak penderita yang tidak berani melaporkan dan memilih untuk 

tetap diam. tidak banyak lagi yang berani memberi pendampingan atau 

perlindungan korban catcalling karena khawatir menjadi korban saat ini. di sisi 

perkembangan zaman dan peningkatan era pencatatan kemudian isu-isu terkait 

pelecehan di jalanan, terutama catcalling, semakin berkembang ada juga tindakan 

catcalling yang merajalela. akibatnya penting untuk melihat caranya catcalling 

sendiri di dalam gadget kriminal Indonesia dan pedoman criminal dalam 

memperbaharui pengaturan tindak pidana yang telah ada pada awalnya perbuatan 

biasa sampai dengan perbuatan pidana. Jika dilihat dari segi pengaturan pidana 

yang menyembunyikan seksualitas verbal (catcalling) ada penggabungan kebijakan 

yang mengatur tindakan tersebut. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ayat (2) Pasal 289 kitab undang-

undang pidana, pasal delapan, pasal sembilan, pasal 34, pasal 35 berbagai macam 

undang-undang 44 tahun 2008 terkait pornografi yang digunakan untuk 

menyelesaikan tindakan catcalling (pelecehan hubungan seksual verbal) terhadap 

wanita di Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai mengikuti: pertama,  pasal 

281 Ayat 2 “Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ 

bertentangan dengan kehendaknya bertentangan dengan kesopanan.” Kedua, pasal 

289 “kita semua yang dengan paksa memaksa seseorang untuk melakukan atau izin 

melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan tersebut 

menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan 

orang tahun.” Ketiga, pasal 8 2020 “tentu saja setiap orang adalah ilegal dari 
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sengaja atau bersama-sama dengan persetujuannya untuk muncul sebagai obyek 

atau model yang mengandung konten pornografi.” Keempat, pasal 9 “Semua orang 

melanggar hukum untuk menjadikan manusia yang berbeda sebagai barang atau 

mode berisi materi konten pornografi.” Kelima, pasal 34 “semestinya setiap orang 

yang dengan sengaja atau dengan persetujuannya berubah menjadi benda atau 

busana yang mengandung unsur pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana 

penjara kualitas paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (5 milyar rupiah).” Keenam, 

pasal 35 “Setiap orang yang menjadikan orang berbeda sebagai barang atau model 

yang berisi materi muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan 

dipidana pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun dan/atau 500.000.000,00 (5 ratus juta rupiah) dan kelas satu minimal Rp. 

cukup banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).” 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah bentuk penelitian empiris yang 

didalam penelitiannya menggunakan keadaan sosial masyarakat. Data jurnal ini 

menggunakan survei online, pada bulan Agustus 2022 menggunakan sarana google 

form yang disebarkan melalui jejaring sosial pada masyarakat yang bertempat di 

Kabupaten Karawang. Topik pertayaannya yaitu tentang pemahaman catcalling 

pengalaman mereka tentang catcalling, keturutsertaan dalam pengalaman catcalling 

dan respon terhadap kebutuhan yang ada aturannya. Data yang diperoleh melaui 

survei ini diolah mengguanakan data kualitatid. Tipologi penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah tipe penelitian deskriptif, yang 

bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu gejala yakni 

penggambaran dan penjelasan mengenai Catcalling dikaitkan dengan  hukum 

positif yang berlaku di Indonesia. Data perimer yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa hasil survei. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Catcalling dalam Sistem Hukum di Indonesia 

Pelecehan Seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak di inginkan, 

permintaan ingin melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik, seperti 

gerakan seksual atau perilaku seksual lainnya yang membuat seseorang  merasa 

sakit hati, terhina dan/atau terintimidasi. Pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 

komponen utama yaitu pemaksaan seksual, pelecehan dan perhatian seksual yang 

tidak diinginkan. Pemaksaan seksual ini dapat diartikan sebagai permintaan 

langsung untuk melakukan tindakan sekual sebagai imbalan terhadap pekerjaan 

atau sekolah, sedangkan pelecehan seksual dapat diartikan sebagai penghinaan 

terhadap perempuan, yang dilakukan secara berkelompok, seperti lelucon tentang 

wanita sebagai objek seks atau memposting foto wanita sebagai objek seks. 

Terakhir, perhatian seksual yang tidak diinginkan yaitu merendahkan perempuan 

ketika dilakukan secara individu, seperti memperlakukan wanita sebagai objek 

seks, mengirim email atau pesan pribadi yang tidak pantas, dan memandang mereka 

dengan maksud seksual.  

Dari pengertian pelecehan seksual di atas, terlihat bahwa memiliki unsur 

penting seperti keberadaan perasaan yang tidak suka atau keengganan untuk 
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beberapa tingkah perilaku yang bersifat seksual. Pelecehan seksual memiliki 

banyak bentuk dan dapat dikelompokkan menjadi lima bentuk yaitu pelecehan fisik, 

pelecehan lisan, pelecehan isyarat, pelecehan tertulis atau gambar, dan pelecehan 

psikologis atau emosional. Menurut Yuni Kartika dikatakan bahwa perbuatan 

catcalling berpotensi adanya tindak pidana yang teelah memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana, perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan pelecehan seksual 

vebal dan dapat dikaji dari beberapa pasal di dala KHUP, Undang-Undang tentang 

pornografi serta diperlakukannya suatu kebijakan hukum terkait aturan khusus 

perbuatan catcalling untuk mencapai suatu kepastian hukum dan juga terpenuhinya 

suatu syarat-syarat kriminalisasi sehingga perbuatan catcalling bisa dibuat aturan 

secara khusus. 

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia tidak 

mengenal istilah pelecehan seksual, hal tersebut karena di dalam KUHP BAB XIV 

tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang di dalamnya terdapat istilah perbuatan 

cabul yang diatur oleh pasal 289 hingga pasal 296 KUHP. Menurut Moeljatno 

pencabulan dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji 

yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Kejahatan-kejahatan yang termasuk 

sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan 

masalah seksual, diatur dalam buku III KHUP mulai pasal 281 hingga 299 sebagai 

berikut : kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan  

pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam 

melakukan percahariannya, kejahatan perzinahan, kejahatan pemerkosaan untuk 

bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawan yang umurnya 

belum lima belas tahun, kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam 

perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka, 

kejahatan pemerkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan 

kesusilaan, kejahatan perbuatan cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan 

kesusilaan.  

Kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan, pada orang umurnya yang 

belum lima belas tahun, kejahatan pemerkosaan bersetubuh, kejahatan 

menggerakan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa, kejahatan 

berbuat cabul terhadap anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa, 

kejahatan permudahan berbuat cabul sebagai mara pencaharian atau kebiasaan, 

kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dan 

kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamil dapat 

digugurkan. Tidak adanya pasal yang mengatur secara resmi mengenai pengertian 

kesusilaan sehingga tidak jelasnya dalam KUHP membuat kerancuan tersendiri. Di 

dalam pasal 281 KHUP terdapat beberapa unsur-unsur pasal, yakni merusak 

kesusilaan dan dimuka umum pelanggaran kehormatan kesusilaan dimuka umum 

ialah terjemahan dari “outrage public a pudeur”. Ini dapat diartikan sebagai “tidak 

ada kesopanan di bidang seksual” Jadi sopan adalah tindakan atau tingkah laku 

untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orag lain umumnya tidak akan 

terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya. Selanjutnya dalam pasal 

ini yang termasuk baik eksibisionisme yang sebenernya (memperlihatkan alat 

kelamin dan terlanjang di muka umum). Hal ini termasuk perilaku meraba  

payudara seorang gadis di hadapan umum), mengangkat rok seorag gadis dihadapan 

umum yang mengakibtakna gadis tersebut merasa malu, termasuk tidak ada 
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kesopanan di bidang seksual. Kata dimuka umum menunjuk kepada dapat 

dilihatnya perbuatan itu oleh orang lain merupakan suatu ciri dari tindak pidana ini. 

Kehadiran yang melihat itu sendiri pada tempat dilakukannya perbuatan tidaklah 

menjadi syarat asal saja perbuatan yang melanggar itu terlihat oleh orang lain”. 

Suatu aturan khusus mengenai catcalling ada dalam rancangan Undang-

Undang RUU PKS ini tidak akan memberikan arti khusus mengenai apa itu 

pelecehan seksual namun dalam pasal 11 ayat (1), pelecehan seksual itu termasuk 

dalam kekerasan ucapan yang dilakukan dalam hasrat seksual maupun reproduksi 

bertentangan dengan kehendak seseorang, dimotivasi karena adanya ketimpangan 

relasi  yang mengakibatkan trauma maupun penderitaan secara fisik, psikirs, 

seksual kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pelechan seksual dapat 

diartikan sebagai semua tindakan fisik dan non fisik yang menyebabkan suatu organ 

berproduksi seks atau seksualitas korban sebagai target, dalam praktinya 

menggunakan panggilan-panggilan, gerakan atau gerakan menunjuk yang tidak 

dinginkan, terang-terangan hasrat seksual, sehingga menyebabkan 

ketidaknyamanan, tersinggung, merasa terhina, dan dapat menyebabkan masalah 

kesehatan dan keselamatan. 19 terkait dengan catcalling, dalam UU ini 

ketentuannya diatur dalam pasal 12 yang pada intinya perilaku normatif, isyarat 

atau postur, ajakan melakukan hubungan seksual, menampilkan materi pornografi, 

menampilkan alat kelamin, diam-diam merekam atau memotret tubuh orang. 

Terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam UU 

ini maka akan dikenakan pidana pelecehan seksual yang terdapat dalam pasal 113 

UU tersebut, yang meliputi rehabilitasi khusus, pidana tambahan kerja sosial dan 

pengumuman putusan hakim. 

Catcalling pada dasarnya merupakan seksual verbal yang pelaukunya 

memberikan perhatian yang tidak dinginkan kepada orang lain, dengan cara 

memberikan siulan, komentar dan ucapan yang bernuansa seksual dan tindakan 

bernuansa seksual lannya yang tidak berkenaan dengan fisik korban. Memfokuskan 

terhadap kata perbuatan yang tidak diinginkan, maka dapat dilihat bahwa catcalling 

merupakan delik aduan, karena bisa saja tindakan catcalling menurut budaya dan 

sopan santun wilayah setempat merupakan hal yang wajar. Menjadi masalah ketika 

tindakan catcalling ini tidak dikehendaki oleh orang yang menjadi korban catcalling 

sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu pelecehan seksual. 

 

Pengalaman dan Reaksi Masyarakat Mengenai Catcaling 

Beberapa orang yang masih menganggap Catcalling bukanlah apa-apa, 

melainkan maksud lelucon atau sekedar komentar yang bermasud candaan. 

Pendapat ini sangat bertentangan dengan kenyataan karena gerakan-gerakan anti 

catcalling bermunculan di seluruh penjuru dunia dan banyak korban mulai 

menceritakan hal tersebut. Baik dimedia sosial ataupun di dunia nyata. Tujuan 

dilakukan survei online guna mengetahui pandangan masyarakat tentang catcalling. 

Survei ini di sebar melalui jejaring sosial seperti Whatassp, facebook, line dan 

Instagram. Survei ini dilakukan pada bulan Agustus tahun 2022 yang diperoleh 

sebanyak 200 responden yang terdiri dari 65%% (130 orang) perempuan dan 35% 

(70 orang) laki-laki. Survei ini diisi oleh 47,5% (95 orang) masyarakat berumur 17-

20 tahun, 32,5% (65 orang) orang masyarakat berumur 21-25 tahun, 17,5% (35 

orang) masyakat berumur 25-30 tahun, dan 5% (10 orang) berumur 41-50 tahun. 
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Hasil survei dari (175 orang) responden yang pernah mengalami dan melihat 

kejadian catcalling. Dalam survei ada bentuk catcalling seperti siulan, godaan, 

panggilan yang mengganggu, hingga bentuk fisik seperti menyentuh bagian tubuh 

seseorang hingga pada tahap pemerkosaan. Bentuk pelecehan siulan dan godaan 

merupakan bentuk pelecehan yang paling banyak ditemui. 

Catcalling dapat memicu trauma psikologis dan emosional, karea 

perempuan yang dipermalukan di depan umum mengalami kerugian faktor 

psikologis seperti perasaan degradasi, malu dan tidak berdaya. Meskipun sering 

mengalami catcalling dalam kehidupan sehari-hari, tetapi pada kenyataannya pada 

hasil survei 62,7% orang yang menanggapi secara serius ceritanya ketika 

mengalami catcalling. Sebagian besar mengatakan catcalling bukanlah pujian atau 

candaan, hal ini disepakati oleh 89% (178 orang) yang merespon, sedangkan 11% 

(22 orang) yang mengatakan bahwa catcalling merupakan pujian atau candaan. 

Berdasarkan survei responden, apabila terjadi catcalling sebagian besar akan diam 

saja dan tidak mengindahkan perbuatan perlaku, namun apabila sudah sampai 

menyentuh bagian, responden langsung bereksi dengan memberitahu pelaku agar 

tidak melakukan hal tersebut. Dari hasil survei juga sebagian besar berpendapat 

bahwa apabila terjadi gangguan di jalan, jika hanya sebatas tatapan atau siulan, 

tidak perlu dilaporkan ke pihak berwajib karena masih merupakan hal sepele dan 

masih bisa dihadapi sendiri tanpa perlu bantuan dari pihak yang berwajib, namun 

apabila gangguan sudah bersifat fisik maka sebaiknya dilaporkan ke pihak 

berwajib. 

Berdasarkan apa yang tercantum dalam pancasila dan UUD 1945, negara 

berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk pelecehan, 

kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya, yang pada 

akhirnya mengakibatkan terjadi pelanggaran HAM segala bentuk kekerasan, 

terutama kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap 

martabat kemanusiaan, bukan hanya sekedar pelanggaran kesusilaan saja, sehingga 

harus dihapus oleh negara. 

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan 

hukum pidana” atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Saat 

ini, sistem peradilan pidana belum responsif terhadap kasus pelecehan seksual yang 

meruoakan salah satu bagian dari kekerasan seksual. Korban yang utamanya yaitu 

perempuan. Hal ini tentu saja dapat merugikan bagi pihak perempuan dan membuat 

korban merasa takut. Catcalling merupakan pelecehan yang dianggap sepele 

dimasyarakat, namun untuk merubah pola pikir masyarakat yang sudah ada ratusan 

tahun lalu memang tidak mudah, butuh banyak tenaga untuk merubah pola pikir 

tersebuh, jangan sampai pelecehan verbal ini menjadi sumbernya pelecehan seksual 

lainnya yang dapat berujung pada kekerasan seksual.  

Meskipun aturan mengenai catcalling nantinya akan ada, tetapi todal semua 

pelaku akan mendapatkan hukuman karena unsur yang paling utama adalah 

unwelcome attetion, jadi kemungkinan karena kebiasaan dan norma korban 

mengatakan itu hal biasa dan bukan  merupakan sesuatu yang tidak diinginkan. 

Pelecehan seksual tidak boleh didiamkan sebagai kejahatan yang tersembunyi, jadi 

aturannya berlaku pelecehan seksual harus segera dilegalkan. Ketentuan pelecehan 

seksual tidak ada yang baru. Kriminalisasi pelecehan seksual di negara lain diatur 

di bawah aturan yang terpisah dari kejahatan biasa yang layak, dan saksi juga 
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beragam mulai dari pidana hingga administratif. Meratapi konversi mengenai 

penghapusan segala bentuk diskriminatif terhadap perempuan yang menjadi alasan 

cukup kuat bagi Indonesia untuk dapat mengesahkan dan menegakka aturan yang 

berkaitan tentang pelecehan seksual. 
 

KESIMPULAN 

Masalah pelevehan seksual yang terjadi masyarakat sudah banyak terjadi 

baik,banyak yang melakukannya mmelalui tindakan verbal termasuk catcalling. 

Tindakan Catcalling yang tertuang dalam KUHP Pasal 281 Ayat 2 dan Pasal 315, 

serta UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 8, 9, 34, dan 35, yang berfungsi 

sebagai penyelesaian atas perbuatan catcalling terhadap perempuan di Indonesia. 

Dalam KUHP BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang di 

dalamnya terdapat istilah perbuatan cabul yang diatur oleh pasal 289 hingga pasal 

296 KUHP. Hasil yang didapat dari masyarakat terkait pengalaman dan reaki terkait 

catcalling ini sebagian besar berpendapat bahwa apabila terjadi gangguan di jalan, 

jika hanya sebatas tatapan atau siulan, tidak perlu dilaporkan ke pihak berwajib 

karena masih merupakan hal sepele dan masih bisa dihadapi sendiri tanpa perlu 

bantuan dari pihak yang berwajib, namun apabila gangguan sudah bersifat fisik 

maka sebaiknya dilaporkan ke pihak berwajib. 
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